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PUTUSAN
Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.PIlk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT , NIK 6271036404680014, tempat tanggal lahir
Negararatu, 04 April 1968, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Usaha Salon Kecantikan, tempat
kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email , Sebagai
Penggugat;
Lawan
TERGUGAT , NIK 6271030507670015, tempat tanggal lahir Medan, 05
Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Perusahaan Sawit, tempat kediaman di
Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal
ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email-, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November

Halaman 1 dari 26. PUTUSAN Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada

hari itu juga dengan register perkara Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.PIk,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1991 M. bertepatan dengan 29
Muharram 1412 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungkai Utara
Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta Nikah Nomor 80/01/V111/1991 tanggal 20 September 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
kediaman di daerah Lampung Tengah sejak tahun 1991, dan selanjutnya
tinggal di Lampung Tengah sejak tahun 1993, dan selanjutnya tinggal di
daerah Lampung Tengah sejak tahun 1997, dan selanjutnya tinggal di
daerah Medan sejak tahun 2000, dan selanjutnya tinggal di daerah
Lampung Tengah sejak tahun 2010, dan selanjutnya tinggal di Kota
Palangkaraya sejak tahun 2012 dan sebagai tempat kediaman bersama
terakhir;;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak,
masing-masing bernama:

a. ANAK KANDUNG | , NIK 6271037005920005, tempat tanggal
lahir Kotabumi, 30 Mei 1992, Jenis kelamin Perempuan, pendidikan
SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;

b.  ANAK KANDUNG Il , NIK 6271036705970004, tempat tanggal
lahir Kotagajah, 27 Mei 1997, Jenis kelamin Perempuan, pendidikan
Strata I, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;

c. ANAK KANDUNG IIl , NIK 6271036705970004, tempat tanggal
lahir Yukum Jaya, 14 April 2003, Jenis kelamin Laki-laki, pendidikan
SLTA, dan sekarang anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak 10 Juni 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan

Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
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a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada

Penggugat;

b.  Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;

c.  Tergugat seringkali menjalin hubungan dengan wanita lain;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 20 Februari 2024 karena
Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang
mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 9
bulan;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahannya;

8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Sawit dengan
penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.056.108,- (Tujuh juta lima puluh enam
ribu serratus delapan rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat
mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Madliyah sejumlah
Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan
sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah Madliyah sejumlah Rp.
18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya untuk
menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi
diktum angka 3 (tiga) diatas di kepaniteraan;

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
telah datang menghadap di persidangan, namun pada sidang selanjutnya
setelah mediasi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’/kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Plk
tanggal 30 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya
tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum
sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah
tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Palangka
Raya;

Bahwa para pihak bersepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim,

kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Palangka
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Raya yang bernama M. Sa'dan, S.Ag., Hakim/Wakil ketua Pengadilan Agama

Palangka Raya dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
melakukan mediasi;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2024 bahwa
mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian yang pada pokoknya Penggugat
dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan dalam membina rumah tangga kembali,
namun bersepakat mengenai pemberian nafkah iddah yang selengkapnya
tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Penggugat

dan Tergugat sebagai berikut:
KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 3 Desember 2024, Kami Para Pihak dalam
perkara perdata di Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor
479/Pdt.G/2024/PA.Plk Tanggal 3 Desember 2024, antara:

PENGGUGAT
Lawan:
TERGUGAT
dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh
pada tanggal 3 Desember 2024 berhasil sebagian dengan rincian sebagai
berikut:
1. Antara Penggugat dan Tergugat menyatakan sama-sama
tidak ingin meneruskan rumah tangganya;
2. Apabila terjadi perceraian, maka Tergugat sanggup untuk
memberi nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian
sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
4, Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan sengketa
atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk

diperiksa dan diadili.
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Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat
gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya
tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat dihukum untuk
mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian
tertanggal 3 Desember 2024 yaitu apabila terjadi perceraian, maka Tergugat
sanggup untuk memberi nafkah iddah selama masa iddah kepada
Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan isi kesepakatan
tersebut akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat, setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap dan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di
Pengadilan Agama Palangka Raya;

2. Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan secara lisan mencabut
posita angka 8 (delapan) dan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat)

dalam gugatan Penggugat;
Jawab Jinawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, tetapi untuk
menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan

dengan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti;

Pembuktian Penggugat
Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A. Bukti Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271036404680014
atas nama Penggugat, tanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian
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diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/01/VIII/1991 tanggal 20
September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, Ayu Andira binti Pinter, tempat tanggal lahir Tumbang Payang,

15 November 1998, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan salon

kecantikan, bertempat tinggal di Jalan Mendawai | RT. 001 RW. 004,

Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
karyawan salon Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991,

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
terakhir di Kota Palangka Raya,;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3
orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG | dan ANAK
KANDUNG 1l , anak pertama dan kedua tersebut sudah berkeluarga,
sedangkan ketiga bernama ANAK KANDUNG lII , sekarang diasuh oleh
Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
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- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat terjadi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat dan Tergugat juga sering menjalin hubungan dengan wanita
lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih
dari 6 bulan yang lalu dan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman
bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai,
namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, SAKSI Il PENGGUGAT , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 28

April 1997, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta,

bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
suami karyawan salon Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991,

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
terakhir di Kota Palangka Raya,;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3
orang anak, bernama: ANAK KANDUNG | dan ANAK KANDUNG Il ,
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anak pertama dan kedua tersebut sudah berkeluarga, sedangkan ketiga

bernama ANAK KANDUNG Il , sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain
dan kalau bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat dari penuturan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih
dari 6 bulan yang lalu dan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman
bersama

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai,
namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan terhadap
alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun
lagi;

Kesimpulan
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan

yang pada intinya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena
itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili
Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka
Raya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan

Agama Palangka Raya;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan

Tergugat
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Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam,
oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta

memutus perkara a quo;
Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan kecuali pada
persidangan tahap setalah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi

menghadap di persidangan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-
pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan
Tergugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi
tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal
31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke
Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian
melalui bantuan mediator, dalam perkara a quo telah dilaksanakan mediasi
dengan mediator Siti Fadiah, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediator
tertanggal 17 Januari 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai
sebagian;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan karena
sejak tanggal 10 Juni 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah
yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada
Penggugat dan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain,
sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah
tangga bersama Tergugat. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2024,
Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah rumah dan sudah tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap pokok masalah di atas
dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan
gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat
tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke

persidangan setelah acara mediasi;
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Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa
yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut
(he who asserts must prove), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg.
Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan
menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan
pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para Pihak,
dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan
bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana
dikehendaki, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan beban
pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib
dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?

2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib

dibuktikan oleh Penggugat;
Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis
Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah

diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 13 dari 26. PUTUSAN Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan

demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana
ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di
Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah
kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),
sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai
cukup di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai identitas Penggugat dan juga domisili Penggugat yang berada
dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo.
Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam
perkara a quo merupakan bukti utama (prima facie evidence) terhadap suatu
perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan
bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai.
Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh
Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat
memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain
memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik,

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
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mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara
resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 10 Agustus 1991;
Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam
perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar
keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak
Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara a quo;
Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI | PENGGUGAT) dan saksi 2
(SAKSI Il PENGGUGAT) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di
bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan
keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo.
Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan
kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud
oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan
dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum,
sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim
berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi
sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan
saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat
dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan
dengan perkara a quo, maka keterangan kedua saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg

sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga
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membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan
hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak lebih kurang 1 tahun yang
lalu disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain,
Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat
tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, yang
mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah

lebih dari 6 bulan yang lalu hingga sekarang;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 10 Agustus 1991 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak bernama Meisy Monica Sary, ANAK KANDUNG Il dan
ANAK KANDUNG Il , dan sekarang anak tersebut telah diasuh oleh
Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 1
tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat
disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah
lebih dari 6 bulan yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta

hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
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Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan
dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya
jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum
putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang menjatuhkan talak satu ba’in shughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu
tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal
19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal
tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk
terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun; dan

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga
perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi
haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
pertanggung jawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan

jika perkawinan sudah pecah (broken mariage) dengan indikator yang secara
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nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan
ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hingga berakibat antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Majelis
Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup
bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis,
sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta
telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga
perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan
rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin
pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama
tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan
pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu
kedua telah berpisah tempat tinggal dan sudah diupayakan merukunkan
kembali, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan
Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling
memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini
merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis.
Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran
menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah

terpenuhi dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan
Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur
“pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga
telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah
(broken mariage);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran
suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan,
ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga
yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan

dalam firman Allah SWT. surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

2B W o |- _ T o[ oo 1z .9 oF 265 o o T Tz 1 f. o .
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir.”
dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal
tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka
berdua”;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan
(mashlahah), justru sebaliknya dapat menimbulkan dlarar (bahaya) mudharat
dan mafsadat yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami
istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan
menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab
itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (mafsadat)
harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (mashlahah). Hal ini
sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

tladdl cd> (e paso awlaodl € )
Artinya : “Menolak  kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis
berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan
para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan
dengan kaidah fighiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh

Majelis Hakim Hakim berbunyi;
a9 laoll cuwlialls 8390 Vg dumo login 2295 o 0L alis | ysls

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah
tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang
terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
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atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Palangka Raya adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian Hasil Mediasi mengenai pemberian
nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah
membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan
mediator mengenai pemberian nafkah iddah, sebagaimana selengkapnya
tertuang dalam Kesepakatan perdamaian sebagaian tertanggal 17 Januari
2024;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan
Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian
adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
kepada stu orang lain atau lebih lainnya. Subekti juga mendefinisikan perjanjian
dengan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan seuatu hal. Dari
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definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian

antara Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menilai pejanjian tersebut sah atau tidak maka
harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata
yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2) kecakapan untuk membuat
suatu perjanjian, 3) suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal. Dua
syarat pertama disebut dengan syarat subjektif karena mengenai orang atau
subjek yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat
objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum
yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk menilai Kesepakatan Perdamaian Sebagian
tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUH Perdata, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perjanjian memuat suatu kesepakatan
(teosteming) yang di dalamnya terdapat unsur penawaran (ofer,offerte) dan
penerimaan (acceptance,acceptie) sehingga pihak-pihak yang membuat
perjanjian mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dan berdasarkan isi
Kesepakatan Perdamaian Sebagaian tersebut, terdapat kesepakatan-
kesepakatan yang tertuang dalam angka 2., sehingga jelas pada Kesepakatan
Perdamaian Sebagian tersebut memuat kesepakatan- kesepakatan yang
mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang
berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap hukum,
yaitu orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikiran, atau orang
tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu
perjanjian yaitu 1) orang yang belum dewasa (minderjarigen), 2) mereka yang
ditaruh di bawah pengampuan (die onder curatele gesteld zijn), 3) orang
perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua
orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-

perjanjian tertentu (getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in
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het algeemen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van

zekereovereenkomsten verboden hef). Berdasarkan ketentuan tersebut dan
fakta dipersidangan, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah orang dewasa dan tidak di bawah pengampuan, sehingga termasuk
orang yang cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian
tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan pada hal-hal tertentu
yaitu mengenai pemberian nafkah iddah, sehingga jelas bahwa perjanjian
tersebut memuat suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa perjanjian harus mengenai sebab-sebab halal dalam
arti tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku,
maka berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, yang
memuat kesepakatan mengenai pemberian nafkah iddah oleh Tergugat kepada
Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang
berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan
Pasal 1320 KUH Perdata, maka Kesepakatan Bersama Sebagian yang dibuat
oleh Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah dan mengikat. Dan
oleh karena dalam perjanjian mengandung asas konsesualisme sebagaimana
ketentuan Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata yang berarti bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang mereka
yang membuatnya atau dengan kata lain bahwa Penggugat dan Tergugat
terikat dengan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para
pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan
dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan
dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak
ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam
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surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut

di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya
Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa tuntutan
Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan
Majelis Hakim yang menangani perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka
Majelis Hakim menetapkan:

1. Menghukum Penggugat (PENGGUGAT ) dan Tergugat (TERGUGAT
) untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian
tertanggal 3 Desember 2024 sebagaimana pada poin 3 amar putusan ini,
yaitu Nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memuat Kesepakatan
Perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi
tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka
nafkah selama masa iddah tersebut di atas harus dibayar secara tunai dan
seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sebelum Tergugat

mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Palangka Raya;
Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah
diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan

akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
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2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’l yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’'in shughra Tergugat
(TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Menyatakan telah terdapat Kesepakatan Perdamaian

Sebagian antara Penggugat dan Tergugat di depan mediator tertanggal 3
Desember 2024;

4. Menghukum Penggugat (PENGGUGAT ) dan Tergugat
(TERGUGAT ) untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan
Perdamaian Sebagian tertanggal 3 Desember 2024 sebagaimana pada
poin 3 amar putusan ini, yaitu :

Nafkah iddah selama masa iddah untuk Penggugat sejumlah
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah,
sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 amar putusan ini harus
dibayar secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap dan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama
Palangka Raya;;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp.214.000,00 (dua ratus empat belas ribu
rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Yusri, S.Ag.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.l., dan Drs. H.

Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
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diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Rasimah, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik,

diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Yusri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota,
ttd. ttd.
Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.l. Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Noor Rasimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Proses Rp. 75.000,00
- Panggilan Rp. 69.000,00
- PNBP Panggilan P+T Rp. 20.000,00
- Redaksi_ Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000.,00
- Jumlah Rp. 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)
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